
1. Undanr-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembe tukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

58, Tlnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1092); 

2. Undanr-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembertukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Daerahj Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunk Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, 

perlu +enetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang 

Kedud1kan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata 1i-erja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli 

Serdang. 

b. bahwajuntuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kedud kan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 
I . Tata · erja Dinas Ketaharian Pangan Kabupaten Deli 

BUPATIDELISERDANGt 

MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

KEDUDUKAN, SU UNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA I ERJA DINAS KETAHANAN PANGAN 

UPATEN DELI SERDANG 

TEN TANG 

BUPATIDELISERDANG 
PRfVINSI SUMATERA UTARA 

·. __ PERAT~RAN BUPATI DELI SERDANG 
. NOMOR lb TAHUN 2020 



3. Undan -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil NI gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 !omor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonel ia Nomor 5494); 

4. Undanf-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeri tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indone ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah reberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas 1ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndon+ia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

NegaralRepublik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturian Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

[Lembelran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, -tlambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

6. Peratujan Menteri Pertanian Nomor 

43/Perrentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman 
Nomen~atur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan 

Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
7. Peratu1an Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 

Tahun I 2016 Ten tang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 

3 TahJn 2016). 

Tamb I an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



Dalam Pe:I turan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daera.,_.l adalah Kabupaten Deli Serdang. 

2. Pemerii tah Daerah adalah kepala ~aerah sebagai unsur 

penyel nggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaks naan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewen,ngan daerah otonom. 

3. Bupati \adalah Bupati Deli Serdang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Deli Se~dang. 

5. Dinas kdalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli 

Serdanf. 
6. Kepala \ .Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Deli Serdang. 
7. SekretJris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 

Kabuptten Deli Serdang. 
8. Bidang\ adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan 

Kabup ten Deli Serdang. 
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan 

Kabups ten Deli Serdang. 
10. Sub B gian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan 

Pangart Kabupaten Deli Serdang. 
11. Unit Pilaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan 

Pang Kabupaten Deli Serdang. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATU BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

SI, TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS KE AHANAN PANGAN KABUPATEN DELI SERDANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 



membant Bupati Deli Serdang melaksanakan urusan 

pemerinta an bidang ketahanan pangan yang menjadi 

kewenang. n daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada K bupaten Deli Serdang. 

(4) Dinas Ket hanan Pangan Kabupaten Deli Serdang merupakan 

Perangkat Daerah dengan Tipelogi A. 

( 1) 

Pasal 2 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Dinas Ket hanan Pangan Kabupaten Deli Serdang merupakan 

unsur pelfsana urusan pemerintahan di bidang ketahanan 

pangan yaf g menjadi kewenangan daerah. 

Dinas K ltahanan Pangan Deli Serdang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas 

Ketahan Pangan Kabupaten Deli Serdang yang 

berkedud kan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati D+ Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 

Deli Serda g. 
(3) Dinas K tahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang 

(2) 

12. Kelom I ok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai 

negeri sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang 

berweriang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai 

denga1 profesinya dalam rangka kelancaran tugas 
pemeri tahan. 

13. Togas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan 

kepad seseorang yang harus dilaksanakan dan 

ggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang 
berlak . 

14. FungsJ adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya 

mempJnyai hubungan yang erat untuk 
menyel nggarakan tugas pokok. 



dari: 

1) Seksi · onsumsi Pangan; 

2) Seksi iromosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 

3) Seksi ~engembangan Pangan Lokal. 

a dimaksud pada ayat (1) huruf e diatas terdiri 

Pangan (5) Bidang Penganekaragaman dan 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 

b. Sekret riat: 

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; 

e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; 
f. Bidang Keamanan Pangan; 

g. Unit Pjaksana Teknis; 

h. Kelom~ok Jabatan Fungsional 

Sekretaria I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
diatas terdiri dari : 

1) Sub BJgian Umum; 

2) Sub BJgian Keuangan; 

3) Sub BJgian Program. 

Bidang K+ersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana 

dimaksud rada ayat (1) huruf c diatas terdiri dari: 

1) Seksi Ketersediaan Pangan; 

2) Seksi ~umberdaya Pangan; 

3) Seksi jerawanan Pangan. 

Bidang 9istribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d diatas terdiri dari: 

1) Seksi rlistribusi Pangan; 

2) Seksi 4arga Pangan; 
3) Seksi adangan Pangan. 

Pasal 3 

BAB III 

SUSUNAN f RGANISASI DAN NOMENKLATUR 

DINAS KETAHANAN PANGAN 



(1) Kepala Dipas merupakan jabatan eselon Ilb atau Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama; 

(2) SekretarislDinas merupakan jabatan eselon Illa atau Jabatan 
Administr tor: 

Pasal 6 

BABV 

JAB TAN PERANGKAT DAERAH 

Kepala Dinas, ekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian 
dan Kepala Se si, sesuai dengan tugas dan fungsi dan wajib 
menerapkan pdnsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, 
mengawasi, m,mimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan 
la po ran, bertaf ggung jawab baik dalam lingkungan masing­ 
masing maupurp. antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah serta Jlengan instansi lain di luar Pemerin tah Daerah 

. d I . . sesuai engan ugas masmg-rnasmg. 

Pasal 5 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 4 

Tugas Pokok F ngsi, Uraian Tugas dan Bagan Struktur Organisasi 

Dinas Ketahan n Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran I 

dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Bidang Ketmanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) h uruf f [iatas terdiri dari : 

1) Seksi Jelembagaan Keamanan Pangan; 

2) Seksi Pfngawasan Keamanan Pangan; 

3) Seksi .brjasama dan Informasi Keamanan Pangan. 

(6) 



Dengan berlak nya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Keempat, 

Paragraf Kesembilan, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Lampiran 

XII Peraturan isupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 

tentang KedudJkan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Perafgkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

BAB VII 

I ETENTUAN PENUTUP 

Sebelum dilaksJakan pengangkatan dan pengukuhan, pemangku 

jabatan perangifat daerah yang nomenklatur jabatannya berubah 

masih tetap me~aksanakan tugas pokok dan fungsi sampai dengan 
I 

diangkat dan di ukuhkan sebagai pemangku jabatan. 

Pasal 7 

BAB VI 

NETENTUAN PERALIHAN 

(3) Kepala Bi ang merupakan jabatan eselon Illb atau Jabatan 
Administral or; 

(4) Kepala Sui Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan 
jabatan str1ktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas; 

(5) Kepala Sui Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan 
struktural eselon IVb a tau J abatan Pengawas. 



Berita Daerah Kabupaten Dlli Serdang Tahun 2020 Nomor: 16 

Salinan sesuai dengan asliiya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

ERAPERMATA SARI, SH, 1M 
NIP. 19710223 199503 2 1 03 

ASRARI TAMBUNAN 

ttd 

BUPATIDELISERDANG 

Ditetapkan di Lu buk Pakam 
pada tanggal 17 Januari 2020 

DARWIN ZEIN, S.Sos 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN DELI SERDANG 

Diundangkan di Lubuk Pak'llm 
pada tangggal 17 Januari 2020 

Peraturan Bupafi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap oratg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupaf ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Deli Serdang. 

Pasal 9 
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